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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mempermudah setiap 

orang dalam berkomunikasi. Kemunculan teknologi internet mempengaruhi 

perkembangan media sosial. Media sosial adalah salah satu sarana komunikasi 

yang menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi 

dialog interaktif. Beberapa contohnya adalah facebook, instagram, twitter, 

whatsapp dan lain lain. Media sosial tidak hanya terbatas pada tulisan seperti di 

koran, tetapi sekarang dapat menggunakan video, gambar dan suara.1 

Keberadaan media sosial kini terus berkembang dalam kehidupan manusia. 

Media sosial tidak hanya bermanfaat sebagai sarana komunikasi, tetapi juga 

bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam bidang 

ekonomi. Saat ini banyak perusahaan atau penyedia barang dan jasa lebih tertarik 

menggunakan media sosial dalam pemasaran produk yang dimilikinya.2 Pelaku 

usaha merasa sangat terbantu dengan kehadiran media sosial. Dilansir dari 

laporan Hootsuite “Digital Around The World 2019”, lebih dari 150 juta orang 

telah menggunakan media sosial dari total 268 juta penduduk Indonesia sehingga 

menjadi salah satu alasan bahwa berbisnis melalui media sosial lebih efektif dan 

                                                        
1Jerry Indrawan, Efriza, Anwar Ilmar, “Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses 

Komunikasi Politik”,Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Vol. 8 No. 
1, Juni 2020, hlm. 7 

2Ita Suryani, “Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Pemasaran Produk dan Potensi 
Indonesia dalam Upaya Mendukung ASEAN Community 2015. (Studi Social Media Marketing 
Pada Twitter Kemenparekraf RI dan Facebook Disparbud Provinsi Jawa Barat)”, Jurnal 
Komunikasi, Vol. 8 No. 2, April 2014, hlm. 125 
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efisien. Selain itu, media sosial juga membantu pelaku usaha untuk memasarkan 

produk dalam ruang lingkup pasar yang lebih luas. 

Pemasaran merupakan hal yang paling penting dalam bisnis. Kegiatan 

pemasaran produk di media sosial yang dilakukan oleh pelaku usaha memerlukan 

strategi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan pelaku usaha dalam memasarkan 

produknya yaitu dengan melibatkan pihak yang mampu mempengaruhi 

masyarakat untuk membeli suatu produk tersebut. Pihak yang dibutuhkan pelaku 

usaha dalam memasarkan produknya di media sosial dikenal dengan istilah 

influencer3 . Menurut Hariyanti & Wirapraja bahwa influencer adalah seorang 

public figur yang memiliki jumlah pengikut yang banyak dan dapat 

mempengaruhi perilaku dari pengikutnya 4 . Keterlibatan influencer dalam 

memasarkan produk dengan strategi influencer memerankan sebagai pembeli atau 

pengguna suatu produk yang mempresentasikan hal-hal positif yang dimiliki 

produk sehingga dapat meningkatkan tingkat penjualan dari produk tersebut. 

Tindakan yang dilakukan influencer bersifat mengajak masyarakat untuk 

menggunakan produk melalui suatu iklan atau konten yang ditayangkan di akun 

media sosial5. 

Kerja sama antara influencer dan pelaku usaha dalam strategi pengiklanan 

untuk mempromosikan sebuah produk disebut dengan endorsement. Endorsement 

                                                        
3Sari Anjani, Irwansyah, “Peranan Influencer Dalam Mengkomunikasikan Pesan di Media 

Sosial Instagram (The Role of Social Media Influencers in Communicating Messages Using 
Instagram)”, Jurnal Ilmiah, Vo.16 No. 2, Juli 2020, hlm. 207 

4Hariyanti & Wirapraja, “Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital 
Era Moderen (Sebuah Studi Literatur)”. Jurnal Eksekutif, Vol.15 No.1, Juni 2018, hlm. 141 

5Dhara Ayu Crystrie, Sri HardiantiSartika, “Apakah Influencer Marketing Berpengaruh pada 
Pengambilan Keputusan Pembelian di Marketplace Shopee pada Generasi Z?” Jurnal Ilmiah 
Manajemen, Vol. 19 No. 1, April 2022, hlm. 19 



3 
 

 

adalah salah satu cara memasarkan suatu produk secara digital yang diminati 

karena fokus pada teknik pemasaran yang berbaur (marketing mix).6 Influencer 

dapat menerima maupun menolak tawaran dari pelaku usaha, apabila influencer 

bersedia maka influencer akan mengajukan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Setelah mencapai suatu kesepakatan antara influencer dan pelaku usaha terkait 

tarif dan tanggal yang telah disepakati maka dibuatlah perjanjian Kerjasama 

endorsement. Berdasarkan hal tersebut terjadi hubungan hukum antara influencer 

dan pelaku usaha yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap masing-masing 

pihak dengan tujuan meningkatkan tingkat penjualan dan mendatangkan 

konsumen yang sebanyak-banyaknya. Influencer dalam memasarkan produk di 

media sosial harus mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik bahwa “Setiap pihak yang membuat, menyediakan sarana, dan/ atau 

menyebarluaskan iklan elektronik wajib memastikan substansi atau materi iklan 

elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi iklan 

elektronik”. 

Perjanjian endorsement belum diatur dalam lembaran konstutusi negara 

menurut hukum positif di Indonesia secara khusus namun dalam pelaksanaanya 

tetap mengacu pada KUHPerdata.7 Influencer sebagai salah satu subjek hukum 

                                                        
6Afiandi, Jimmy Prawira Samudra, Sherley, Veren, Wisely Liang. “Pengaruh Endorsement 

Influencer Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Pada Generasi Z”. Jurnal Pengembangan 
Ilmu Komunikasi dan Sosial, Vol.5 No.1, Juni 2021, hlm. 16 

7Ni Made Rai Dwikayanti, Ni Putu Purwanti. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa 
Endorse Dalam Perjanjian Endorsement”, Jurnal Kertha Semaya,Vol. 9 No. 5, Maret 2021, hlm. 
749. 
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dalam perjanjian endorsement belum memiliki perlindungan hukum. Dalam hal 

jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi  oleh pelaku usaha yang merugikan 

konsumen sehingga influencer dituntut ganti rugi sehingga mengakibatkan 

influencer ikut dirugikan atas kesalahan dari pelaku usaha, sesuai dengan Pasal 20 

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung-jawab atas iklan yang 

diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Influencer 

yang tidak berhati-hati dalam mempromosikan suatu produk yang 

disampaikannya yang memuat informasi tidak benar dan tidak jujur atas suatu 

produk maka potensi kerugian pada konsumen sangat mudah terjadi.8 

Perjanjian endorsement dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan 

permasalahan, dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya. Salah 

satu contoh permasalahan dalam endorsement yang terjadi antara pemilik merek 

kosmetik berinisial S dengan influencer fokusnya pada bidang kosmetik yaitu 

@aintyoursb atau kerap dikenal dengan nama Indah dengan jumlah pengikut 364 

ribu dalam akun tiktoknya sebagai berikut:9 

Gambar 1. 

Akun Tiktok Influencer yang bekerja sama dengan Brand 

 

 

 

 

                                                        
8 Adifa Rahmandini, Faizah Bafadhal, Lili Naili Hidayah. “Tanggung Jawab Influencer 

Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram”, Zakeen: Journal of Civil and Business Law, 
Vol.2 No. 3, Oktober 2021, hlm. 458 
9 https://www.tiktok.com/@aintyoursb, diakses 3 Januari 2023 pukul 16.59 WIB 
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  Pada awalnya pemilik merek kosmetik berinisial S menghubungi Indah 

untuk mengajak kerja sama dalam mempromosikan produk kosmetik di TikTok 

berupa serum. Indah menerima tawaran tersebut dan memberikan 

syarat&ketentuan (s&k) endorsement kepada pihak kosmetik. Selanjutnya pihak 

merek kosmetik berinisial S sepakat dengan syarat dan ketentuan yang Indah 

berikan dengan mengirimkan bukti transfer dan perjanjian kerjasama endorsement 

dari pihak kosmetik untuk ditandatangani oleh Indah. Kemudian Indah 

menandatangani perjanjian tersebut secara elektronik yang berisi hak dan 

kewajiban para pihak serta poin- poin yang tidak boleh dilanggar.  

Dalam perjanjian tersebut, pihak kosmetik berhak untuk menagih video yang 

dijanjikan, dan pihak influencer wajib untuk membuat video sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. Setelah produk kosmetik sampai di tangan influencer, 

pihak brand kosmetik mengirimkan brief konsep video campaign yang memuat 

ketentuan yaitu; influencer wajib menyebutkan kelebihan-kelebihan suatu produk, 

menambahkan beberapa kata dalam video seperti “mengobati jerawat dalam lima 

belas menit”, “100% murni bahan alami” dan “tidak ada efek samping”. Selain itu 

dalam perjanjian tersebut juga terdapat larangan bagi influencer untuk 

berkomentar/ berargumen negative tentang produk dan influencer dilarang untuk 

memutuskan perjanjian secara sepihak. Adapun pasal dalam perjanjian 

endorsement yang menyebutkan bahwa pihak pertama selaku merek kosmetik 

berhak meminta ganti rugi kepada influencer apabila dalam melaksanakan 

tugasnya terbukti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati maka pihak 

brand kosmetik akan memproses jalur hukum. 
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Dalam masa percobaan produk kosmetik, produk tersebut ternyata tidak 

cocok di wajah Indah yang menyebabkan wajahnya menjadi gatal, kemerahan, 

dan berjerawat. Hal ini menjadi kendala dan pertimbangan Indah dalam 

menjalankan kewajibannya. Indah sebagai seorang influencer bertanggung jawab 

atas produk yang dipromosikan  dan segala akibat yang ditimbulkan oleh video 

yang dibuat. Dalam syarat dan ketentuan endorsement milik Indah, influencer 

mempunyai kuasa penuh atas pendapat terkait produk yang akan dipromosikan 

berdasarkan kenyataannya.  

Hal ini bertentangan dengan perjanjian endorsement yang diberikan pihak 

kosmetik karena di dalamnya terdapat ketentuan bahwa influencer dilarang 

berkomentar negatif mengenai suatu produk. Dalam masalah ini, jika Indah tetap 

melanjutkan kerja sama namun hanya menyebutkan kelebihan-kelebihan produk 

tanpa memberitahu efek samping yang dirasakan, maka tindakan tersebut 

mengelabui konsumen dan mengandung unsur ketidakjujuran tidak sesuai dalam 

UU No. 8 Tahun 1999 dan melanggar etika periklanan. Namun, jika Indah tidak 

melaksanakan kewajiban sesuai dalam perjanjian endorsement, maka tindakan 

tersebut termasuk dalam wanprestasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian 

Wanprestasi antara Produsen Kosmetik dengan Influencer dalam 

Melaksanakan Perjanjian Endorsement”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan di atas beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perjanjian endorsement antara produsen kosmetik dan 

influencer dalam mekanisme Peraturan Perundang- undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara produsen 

kosmetik dan influencer? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perjanjian endorsement antara 

produsen kosmetik dan influencer dalam mekanisme Peraturan Perundang-

Undangan   

2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa yang terjadi antara 

produsen dan influencer dalam perjanjian endorsement 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat sesuai dengan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi sebagai berikut: 

1. Pengajaran, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran  
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 ilmu pengetahuan mengenai hukum perjanjian yang menjadi bekal dalam 

proses pengajaran. 

b. Penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pedoman 

bagi penelitian- penelitian selanjutnya 

c.  Pengabdian, yaitu penelitian ini diharapkan dapat dipraktikan dalam 

menyelesaikan sengketa perjanjian endorsement. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi para pihak sebagai berikut: 

a.  Pelaku usaha 

  Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait penyelesaian 

sengketa dalam suatu perjanjian endorsement yang mengikat para pihak jika 

dalam pelaksanaannya tidak sesuai dalam perjanjian karena suatu hal tertentu. 

b.  Influencer 

  Dapat dijadikan acuan dalam menjalankan suatu prestasi jika terjadi 

permasalahan dalam perjanjian endorsement yang tidak sesuai dengan 

Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. 

c.  Masyarakat umum 

 Dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat 

awam mengenai hukum perjanjian khususnya perjanjian endorsement 
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G. Metode Penelitian 

Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk mendapatkan 

data yang digunakan untuk keperluan penelitian disebut metode penelitian.  

1. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif yaitu proses menentukan aturan hukum, prinsip hukum dan 

doktrin hukum terhadap isu hukum untuk mendapatkan jawaban.10 Pemecahan 

masalah perjanjian endorsement antara pihak kosmetik dan influencer 

didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder yaitu mengacu kepada 

peraturan- peraturan tertulis atau bahan- bahan hukum lain.11 

2. Metode Pendekatan  

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan 

yaitu sebagai berikut: 

a.  Pendekatan Perundang-undangan 

Bahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi 

dan menelaah semua undang- undang yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 12  Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan peraturan 

perundang- undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan Undang- 

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 

 

                                                        
10Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, 

hlm. 35. 
11Joenaedi Effendi. Metode Penelitian Hukum. Depok: Prenamedia Group, 2016, hlm. 234 
12Ibid, hlm. 131 
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b.  Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual merupakan metode pendekatan yang berpedoman 

pada pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari buku- buku literatur sebagai 

acuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan 

perjanjian endorsement di media sosial.  

3. Bahan Penelitian 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

 Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai materi hukum yang 

melatarbelakangi fenomena penelitian. Dalam penelitian ini 

peraturanperundang- undangan yang digunakan yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821) 

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2016 No. 251, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 5952) 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 No.185, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 6400) 

5) Peraturan Badan Pengawas Obat- Obatan dan Makanan No. 3 Tahun 2002  

Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 No.8) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Menurut Soejono Soekamto, data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian yang 

berwujud laporan, artikel penelitian yang berkaitan erat dengan pokok bahasan 

penelitian ini13. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang 

berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan- bahan 

hukum lainnya. Bahan hukum pada penulisan ini adalah KamusBesar Bahasa 

Indonesia dan Kamus Hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

 Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum yang bersumber dari kepustakaan 

hukum dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan peraturan hukum 

khususnya mengenai perjanjian endorsement. 

 

 

                                                        
13Soejono Seokamto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press,2010, hlm. 12. 
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5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

 Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu mengumpulkan dan menganalisis 

sedalam-dalamnya yang bersumber pada norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang- undangan serta norma-norma yang hidup dalam 

masyarakat.14 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Pada penelitian ini teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif 

yaitu cara berpikir pada hal- hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus atau individual untuk mengambil inti sari dari penelitian.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
14Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105 
15 Soejono Soekanto, Op.Cit, hlm. 67 
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